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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah 

satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Untuk mencapai segala tujuan yang di cita-citakan tersebut 

upaya yang harus dilakukan adalah mempertinggi taraf hidup masyarakat dan peranan 

pemerintah harus aktif, yaitu perlunya kebijaksanaan di dalam bidang perekonomian. 

Bidang perekonomian yang perlu ditekankan terutama dalam bidang usaha, karena 

bidang usaha merupakan salah satu tulang punggung perekonomian bangsa yang

harus mendapat penanganan secara khusus.

Dilihat dari status pemiliknya perusahaan diklasifikasikan menjadi

perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki

oleh pihak swasta. Sedangkan perusahaan negara didirikan oleh Negara yang lazim 

disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara. Klasifikasi badan hukum dapat dibagi 

menjadi 3 (tiga) macam yaitu:1

1. Badan hukum yang diadakan oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah 

Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh Negara 

dan sebagainya.

Riduan Syahrani, Seluk beluk dan Asas-<isas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2000, hal
57
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2. Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya 

perkumpulan-perkumpulan, gereja-gereja, organisasi-organisasi

3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu, seperti PT, Yayasan.

Badan hukum merupakan terjemahan dalam bahasa Belanda yaitu 

Rechtspersoon. Istilah lain purusa hukum, awak hukum, atau persona moralis. Di 

samping itu terdapat juga teori yaitu Teori Kekayaan Bertujuan merupakan teori yang 

mendasari keberadaan Yayasan sebagai suatu badan hukum. Menurut teori ini, hak 

dari suatu badan hukum adalah hak yang tidak ada pemiliknya,dan sebagai gantinya 

adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh tujuan atau kekayaan yang dimiliki 

oleh tujuan tertentu.3

Peraturan Yayasan pada awalnya diatur oleh kebiasaan yang diberlakukan di 

Negara Belanda dan masih tetap berlaku hingga zaman kemerdekaan. Pemerintah 

kemudian menertiban pendirian Yayasan yang tertuang dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 124 Tahun 1973. Peraturan ini kurang memiliki kepastian 

hukum bagi masyarakat maka dikeluarkanlah Undang-undang No.16 Tahun 2001 dan

sekarang yang berlaku adalah Undang-undang No.28 Tahun 2004.

Yayasan yang berlaku di negeri Belanda atau Undang-Undang Nederland 

Pasal 285 menegaskan bahwa tujuan Yayasan harus idiil dan melarang Yayasan 

untuk memberikan pembayaran berupa apapun kepada para pendirinya, dan hanya

2 Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, hal 18 
Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis mengenai Yayasan sebagai 

Suatu Badan Hukum Sosial), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 2
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diperkenankan memberikan pembayaran kepada pihak ketiga yang bersifat idiil atau 

sosial.

Yayasan berasal dari istilah bahasa Jerman stiftung atau stichting dalam 

bahasa Belanda.4 Istilah tersebut antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 365 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan Pasal pertama dari Bagian Ke 

Enam yang berbunyi:

“Dalam segala hal bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka 
perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang 
berkedudukan di Indonesia, kepada suatu Yayasan atau kepada lembaga yang 
berkedudukan di sini pula. Yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta 
pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum 
dewasa untuk waktu yang lama”.

Pengertian Yayasan atau Stichting dalam bahasa Belanda, ialah “suatu 

badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum, didirikan untuk tujuan tertentu, 

mempunyai kekayaan, namun tanpa anggota”.5

Keinginan-keinginan untuk segera memiliki Undang-undang Yayasan 

berbarengan dengan keinginan untuk menertibkan Yayasan yang semula didirikan 

oleh Pemerintah. Setelah lahirnya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 

dalam Pasal 1 ayat (1), menentukan bahwa : “Yayasan adalah badan hukum yang 

terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan

4 S.Wadjowasito, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Jakarta, PT.Ichtiar Baru-Vanhove, 1978,

5 Khumarga, Tinjauan Umum Megenai UUY Baru, The Jakarta Consulting Group, 2002, hal
hal 643
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tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai 

anggota”.6

Undang-undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum 

yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yang didirikan dengan memperhatikan 

persyaratan formal. Dalam melaksanakan tujuannya suatu Yayasan mempunyai 

kewajiban yaitu kegiatan Yayasan dilarang bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun di lain hal, 

Yayasan dapat mencari laba dengan melakukan berbagai usaha, baik dengan menjadi 

peserta dari suatu badan usaha ataupun dengan mendirikan suatu badan usaha yang

baru.

Pengakuan Yayasan sebagai badan hukum yang berarti sebagai subyek

hukum mandiri seperti halnya orang, secara teoritis dalam kenyataannya hanya

didasarkan antara lain karena kekayaan yang terpisah, tidak membagi kekayaan atau

penghasilannya kepada pendiri atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, 

mempunyai organisasi yang teratur, dan didirikan dengan akta notaris.7

Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan 

maksud untuk berlindung di balik Yayasan yang memiliki status badan hukum, tidak 

hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, kemanusiaan 

melainkan adakalanya untuk untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan 

pengawas yang berwenang sebagai organ Yayasan.

6 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Yayasan No 16 Tahun 2001
7 AB Susanto, Reformasi Yayasan, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, 2002
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Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik 

masalah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud 

dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan maupun sengketa antara 

pendiri, pengawas atau pihak lain.

Salah satu masalah yang berkaitan dengan kegiatan organ Yayasan adalah 

mengenai kewenangan pengurus yang dibatasi oleh maksud dan tujuan Yayasan 

berdasarkan Pasal 35 Undang- Undang Yayasan, ditentukan bahwa “ Pengurus 

Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan 

dan tujuan Yayasan, serta berhak mewakili Yayasan, baik di dalam maupun di luar

Pengadilan.”

Diberlakukannya Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 adalah

untuk menciptakan suatu pertanggungjawaban kepada publik dan menjadi kewajiban 

dalam rangka menegakkan good corporate govemcmce.8 Kama pendirian Yayasan di 

masa lalu hanya berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata kama 

belum ada Undang-undang khusus yang mengaturnya.

Namun Undang-undang No. 16 Tahun 2001 belum juga menampung 

seluruh kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa 

substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Salah satu diantaranya 

bahwa Undang-undang No.16 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pengurus dilarang 

menerima gaji, upah dari Yayasan, namun Undang-undang No.28 Tahun 2004

Smita Nugroho Notosusanto, Satu lagi Loop Hole RW Yayasan : Akuntabilitas, artikel di 
kutip dari www. Hukumonline.Com, Jumat 3 Agustus 2001
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mengubah bahwa Pengurus yang melaksanakan tugas secara penuh kepada Yayasan 

dapat memperoleh gaji, upah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan.

Maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang 

merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

yaitu untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan 

pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat 

mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat menciptakan 

kesejahteraan, Yayasan juga berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya 

di bidang sosial, keagamaan, dan Kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan 

akuntabilitas.

Berdasarkan hal tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi

dengan judul “Tanggungjawab Badan Hukum Yayasan dalam Melaksanakan

Tujuan setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”

B. Perumusan Masalah

Berlatar belakang pada uraian di atas, maka permasalahan saya hanya

terbatas kepada:

1* Bagaimanakah pertanggungjawaban Yayasan sebagai subyek hukum terhadap 

pihak ketiga dalam melakukan suatu perbuatan hukum ?

6



2. Bagaimanakah pertanggungjawaban para Pengurus Yayasan terhadap segala 

kegiatannya sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar suatu Yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Yayasan terhadap pihak 

ketiga dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban para Pengurus Yayasan

terhadap segala kegiatannya sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan

dalam Anggaran Dasar suatu Yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Dari aspek teoritis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu di bidang hukum perdata 

khususnya mengenai Hukum Yayasan.

2 Dari aspek praktis melalui skripsi ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

kepada para praktisi hukum mengenai tanggungjawab badan hukum Yayasan 

misalnya Notaris, Advokat, dan lain-lain.

7



E. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah :9

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian 

yaitu jenis penelitian dengan menggambarkan keadaan, sifat, atau gejala tertentu, 

atau menggambarkan hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan 

normatif, dalam arti suatu penelitian yang mengkaji dan menelaah perundang-

Deskriptif

yuridis-

undangan yang berlaku, yang dalam hal ini Undang-undang No 28 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,

dan beberapa literature, doktrin yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder sebagai

data utama atau pokok kama difokuskan kepada data kepustakaan.

Data sekunder terdiri dari :

A . Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah per-undang-undangan yang berlaku yaitu Kitab

9 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, hal 34
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Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang,

dan Undang-undang Yayasan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, 

surat kabar, buku-buku pedoman hukum, dan internet.

C. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier adalah badan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu data diperoleh dari

beberapa literature, Undang-undang, bahan dari internet yang mendukung 

penulisan skripsi ini.

5. Tehnik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif, dalam arti data 

tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata- 

kata untuk dapat diambil suatu kesimpulan.
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